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ABSTRAK 

Penelitian ini dilakukan dengan dengan tujuan 
untuk mengetahui bagaimana tugas komisi 
aparatur sipil negara menurut Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara dan bagaimana wewenang komisi 
aparatur sipil negara menurut Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara. Dengan menggunakan metode 
peneleitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. 
Tugas komisi aparatur sipil negara menurut 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang 
Aparatur Sipil Negara, ialah menjaga netralitas 
Pegawai ASN dan melakukan pengawasan atas 
pembinaan profesi ASN serta melaporkan 
pengawasan dan evaluasi pelaksanaan 
kebijakan Manajemen ASN kepada Presiden. 
Dalam melakukan tugas KASN dapat melakukan 
penelusuran data dan informasi terhadap 
pelaksanaan Sistem Merit dalam kebijakan dan 
Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah dan 
pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi 
Pegawai ASN sebagai pemersatu bangsa serta 
menerima laporan terhadap pelanggaran 
norma dasar serta kode etik dan kode perilaku 
Pegawai ASN. 2.  Wewenang komisi aparatur 
sipil negara menurut Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ialah 
mengawasi setiap tahapan proses pengisian 
Jabatan Pimpinan Tinggi mulai dari 
pembentukan panitia seleksi instansi, 
pengumuman lowongan, pelaksanaan seleksi, 
pengusulan nama calon, penetapan, dan 
pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi. Komisi 
aparatur sipil negara mengawasi dan 
mengevaluasi penerapan asas, nilai dasar serta 
kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN dan 
meminta informasi dari pegawai ASN dan 
masyarakat mengenai laporan pelanggaran 
norma dasar serta kode etik dan kode perilaku 
Pegawai ASN serta memeriksa dokumen terkait 
pelanggaran norma dasar serta kode etik dan 
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kode perilaku Pegawai ASN dan meminta 
klarifikasi dan/atau dokumen yang diperlukan 
dari Instansi Pemerintah untuk pemeriksaan 
laporan atas pelanggaran norma dasar serta 
kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN. 
Dalam melakukan pengawasan KASN 
berwenang untuk memutuskan adanya 
pelanggaran kode etik dan kode perilaku 
Pegawai ASN. Hasil pengawasan disampaikan 
kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan 
Pejabat yang Berwenang untuk wajib 
ditindaklanjuti.  
Kata kunci: Tugas dan Wewenang, Komisi 
Aparatur Sipil Negara. 

 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara, dalam rangka penetapan kebijakan 
Manajemen ASN, dibentuk KASN yang mandiri 
dan bebas dari intervensi politik. Pembentukan 
KASN ini untuk monitoring dan evaluasi 
pelaksanaan kebijakan dan Manajemen ASN 
untuk menjamin perwujudan Sistem Merit 
serta pengawasan terhadap penerapan asas, 
kode etik dan kode perilaku ASN. KASN 
beranggotakan 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 
seorang ketua merangkap anggota, seorang 
wakil ketua merangkap anggota, dan 5 (lima) 
orang anggota. 

KASN dalam melaksanakan tugas dan 
wewenangnya dibantu oleh Asisten dan Pejabat 
Fungsional keahlian yang dibutuhkan. Selain itu 
KASN dibantu oleh sekretariat yang dipimpin 
oleh seorang kepala sekretariat. Ketua, wakil 
ketua, dan anggota KASN ditetapkan dan 
diangkat oleh Presiden selaku kepala 
pemerintahan untuk masa jabatan selama 5 
(lima) tahun dan hanya dapat diperpanjang 
untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Untuk 
menyalurkan aspirasi dalam rangka pembinaan 
dan pengembangan profesi ASN, Pegawai ASN 
berhimpun dalam wadah korps profesi Pegawai 
ASN Republik Indonesia yang bertujuan 
menjaga kode etik profesi dan standar 
pelayanan profesi ASN serta mewujudkan jiwa 
korps ASN sebagai perekat dan pemersatu 
bangsa.  

Dalam rangka menjamin efisiensi, 
efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan 
dalam Manajemen ASN diperlukan Sistem 
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Informasi ASN. Sistem Informasi ASN 
merupakan rangkaian informasi dan data 
mengenai Pegawai ASN yang disusun secara 
sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi 
dengan berbasis teknologi yang 
diselenggarakan secara nasional dan 
terintegrasi.3  

Penyelenggaraan kepemerintahan yang baik 
(good governance) menghendaki adanya 
akuntabilitas, transparansi, keterbukaan dan 
rule of law, sementara pemerintahan yang 
bersih menuntut terbebasnya praktek yang 
menyimpang (mal-administration) dari “etika 
administrasi negara” sedangkan pemerintah 
yang berwibawa menuntut adanya 
ketundukkan, ketaatan dan kepatuhan 
(complence) rakyat terhadap undang-undang, 
pemerintah dan kebijakan pemerintah, 4 
sedangkan pemerintahan yang berwibawa 
berkaitan dengan “ketaatan, kepatuhan dan 
ketundukkan masyarakat kepada pemerintah, 
peraturan perundang-undangan dan kebijakan 
yang dibuat oleh pemerintah. Ketaatan, 
kepatuhan dan ketundukan masyarakat, sering 
muncul atau ditemukan karena pemerintah 
menggunakan “otoritas kekuasaan” yang 
mereka miliki.5 

Negara sebagai suatu badan hukum publik 
yang independen juga menyandang hak dan 
kewajiban sebagaimana layaknya subjek hukum 
lainnya, baik itu orang perorangan maupun 
badan hukum perdata serta badan hukum 
publik lainnya.6  

Pelaksanaan Tugas dan wewenang Komisi 
Aparatur Sipil Negara menurut Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara diharapkan dapat memenuhi 
kebutuhan setiap warga negara melalui suatu 
sistem pemerintahan yang mendukung 
terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik 
yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan 
dasar dan hak sipil setiap warga negara atas 

 
3Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 
tentang Aparatur Sipil Negara. 
4Hj. Sedarmayanti, Good Governance (Kepemerintahan 
Yang Baik) Bagian Kedua Membangun Sistem Manejemen 
Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good 
Governance (Kepemerintahan Yang Baik), Cetakan l. 
Mandar Maju Bandung, 2004, hlm. 17. 
5 Ibid, hlm. 17. 
6 Gunawan Widjaja, Pengelolaan Harta Kekayaan Negara 
(Suatu Tinjauan Yuridis), (Seri Kuangan Publik). Ed. 1. Cet. 
1. PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2002, hlm. 2. 

barang publik, jasa publik, dan pelayanan 
administratif. 
 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimanakah tugas komisi aparatur sipil 

negara menurut Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ? 

2.  Bagaimanakah wewenang komisi aparatur 
sipil negara menurut Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara ? 

 
C. Metode Penelitian 

Penulisan ini disusun menggunakan metode 
penelitian hukum normatif. Bahan-bahan 
hukum yang diperlukan diperoleh dari hasil 
studi kepustakaan, seperti peraturan 
perundang-undangan sebagai bahan hukum 
primer. Literatur-literatur dan karya-karya 
ilmiah hukum sebagai hukum sekunder dan 
bahan-bahan hukum tersier dan juga seperti 
kamus-kamus hukum.  
  
PEMBAHASAN 
A. Tugas Komisi Aparatur Sipil Negara 

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
2014 Tentang Aparatur Sipil Negara  
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 

tentang Aparatur Sipil Negara, mengatur 
mengenai tugas Komisi Aparatur Sipil Negara, 
sebagaimana dinyatakan pada Pasal 29. KASN 
berkedudukan di ibu kota negara. Pasal 30. 
KASN berfungsi mengawasi pelaksanaan norma 
dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta 
penerapan Sistem Merit dalam kebijakan dan 
Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah.  

Manajemen kinerja juga berkenaan dengan 
proses kerja, manajemen, pengembangan dan 
imbalan yang saling berhubungan. Manajemen 
kinerja dapat menjadi suatu kekuatan 
penggabungan yang amat kuat, memastikan 
bahwa proses tersebut dihubungkan secara 
tepat sebagai bagian fundamental dari 
pendekatan manajemen sumber daya manusia 
yang seharusnya dilaksanakan oleh manajer di 
dalam organisasi.7  

Melalui audit kinerja dengan memfokuskan 
perhatian tindakan tertentu yang belum 

 
7Josef Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah di Negara 
Republik Indonesia (Identifikasi Faktor-Faktor Yang 
Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah). Edisi 
1. PT. RadjaGrafindo Persada. Jakarta. 2007, hlm.57-58. 
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dilakukan, pimpinan pemda bisa 
mempertimbangkan pertanyaan mengapa hal 
tersebut belum dilakukan. Beberapa di 
antaranya mungkin bisa jawab dengan mudah, 
karena tidak adanya kewajiban hukum atau 
bahkan masalah otoritas yang menjadi bahan 
pertimbangan. Pada daerah yang lain, 
pemimpin pemda mungkin menyadari bahwa 
mereka dapat mengambil inisiatif dan 
mengimplementasikan perubahan-perubahan 
sendiri tanpa menunggu regulasi dari 
pemerintah pusat.8 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 
tentang Aparatur Sipil Negara. Pasal 31 ayat: 
(1)  KASN bertugas:  

a. menjaga netralitas Pegawai ASN;  
b. melakukan pengawasan atas 

pembinaan profesi ASN; dan  
c. melaporkan pengawasan dan evaluasi 

pelaksanaan kebijakan Manajemen ASN 
kepada Presiden.  

(2)  Dalam melakukan tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) KASN dapat:  

a. melakukan penelusuran data dan 
informasi terhadap pelaksanaan Sistem 
Merit dalam kebijakan dan Manajemen 
ASN pada Instansi Pemerintah; 

b. melakukan pengawasan terhadap 
pelaksanaan fungsi Pegawai ASN 
sebagai pemersatu bangsa;  

c. menerima laporan terhadap 
pelanggaran norma dasar serta kode 
etik dan kode perilaku Pegawai ASN;  

d. melakukan penelusuran data dan 
informasi atas prakarsa sendiri 
terhadap dugaan pelanggaran norma 
dasar serta kode etik dan kode perilaku 
Pegawai ASN; dan  

e. melakukan upaya pencegahan 
pelanggaran norma dasar serta kode 
etik dan kode perilaku Pegawai ASN. 

Profesi berbeda dengan pekerjaan pada 
umumnya. Di antara para sarjana belum ada 
kata sepakat mengenai batasan sebuah profesi. 
Hal ini terutama disebabkan oleh belum adanya 
suatu standar (yang telah disepakati). Umum 
mengenai pekerjaan atau tugas yang 
bagaimanakah yang dikatakan dengan profesi 
tersebut. Sebuah profesi terdiri dari 
sekelompok terbatas orang-orang yang 

 
8 Ibid, hlm.103. 

memiliki keahlian khusus dan dengan keahlian 
itu mereka dapat melakukan fungsinya di dalam 
masyarakat dengan lebih baik dibandingkan 
dengan warga masyarakat lain pada umumnya.9 
  
B. Wewenang Komisi Aparatur Sipil Negara 

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
2014 Tentang Aparatur Sipil Negara  
Penyelenggaraan negara pun dilaksanakan 

oleh orang perorangan yang mewakili dan 
menjadi kepercayaan dari seluruh anggota 
negara yang merupakan warga negaranya, 
namun sedikit berbeda dari badan hukum 
lainnya, keanggotaan dalam suatu negara 
tidaklah bersifat sukarela. Negara merupakan 
suatu organisasi yang unik yang memiliki 
otoritas yang bersifat memaksa di atas subjek 
hukum pribadi yang menjadi warga negaranya, 
walau demikian pengurusan pengelolaan atau 
penyelenggaraan jalannya negara juga tidak 
luput dari mekanisme pertanggungjawaban 
oleh para pengurus, pengelola atau 
penyelenggara negara.10 

Setiap pembicaraan mengenai hukum, jelas 
atau samar-samar, senantiasa merupakan 
pembicaraan mengenai keadilan pula. Kita tidak 
dapat membicarakan hukum hanya sampai 
kepada wujudnya sebagai suatu bangunan yang 
formal. Kita perlu melihatnya sebagai ekspresi 
dari cita-cita keadilan masyarakatnya.11 

Supremasi hukum artinya kekuasaan 
tertinggi dipegang oleh hukum. Baik rakyat 
maupun pemerintah tunduk pada hukum. Jadi 
yang berdaulat adalah hukum.12 Equality before 
the law artinya persamaan kedudukan di depan 
hukum tidak ada yang diistimewakan.13 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 
tentang Aparatur Sipil Negara, mengatur 
mengenai wewenang Komisi Aparatur Sipil 
Negara. Pasal 32 ayat: 
(1)  KASN berwenang:  

a. mengawasi setiap tahapan proses 
pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi 
mulai dari pembentukan panitia seleksi 
instansi, pengumuman lowongan, 

 
9I. Gede A.B., Wiranata, Dasar-Dasar Etika dan Moralitas, 
Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 243 
10Gunawan Widjaja, Op.Cit, hlm. 2. 
11Satjipto Rahardjo. Ilmu Hukum. PT. Citra Aditya Bakti. 
Bandung, 1991, hlm.159. 

 12 Arif Rudi Setiyawan, Sukses Meraih Profesi Hukum 
Idaman, Edisi 1. CV. Andi. Yogyakarta, 2010, hlm. 90. 

13Ibid. 
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pelaksanaan seleksi, pengusulan nama 
calon, penetapan, dan pelantikan 
Pejabat Pimpinan Tinggi;  

b. mengawasi dan mengevaluasi 
penerapan asas, nilai dasar serta kode 
etik dan kode perilaku Pegawai ASN;  

c. meminta informasi dari pegawai ASN 
dan masyarakat mengenai laporan 
pelanggaran norma dasar serta kode 
etik dan kode perilaku Pegawai ASN;  

d. memeriksa dokumen terkait 
pelanggaran norma dasar serta kode 
etik dan kode perilaku Pegawai ASN; 
dan 

e. meminta klarifikasi dan/atau dokumen 
yang diperlukan dari Instansi 
Pemerintah untuk pemeriksaan laporan 
atas pelanggaran norma dasar serta 
kode etik dan kode perilaku Pegawai 
ASN.  

(2)  Dalam melakukan pengawasan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
b, KASN berwenang untuk memutuskan 
adanya pelanggaran kode etik dan kode 
perilaku Pegawai ASN.  

(3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a dan huruf b 
disampaikan kepada Pejabat Pembina 
Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang 
untuk wajib ditindaklanjuti. 

Pasal 33 ayat: 
(1)  Berdasarkan hasil pengawasan yang tidak 

ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 32 ayat (3), KASN 
merekomendasikan kepada Presiden untuk 
menjatuhkan sanksi terhadap Pejabat 
Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang 
Berwenang yang melanggar prinsip Sistem 
Merit dan ketentuan peraturan perundang-
undangan.  

(2)  Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berupa:  
a. peringatan;  
b. teguran;  
c. perbaikan, pencabutan, pembatalan, 

penerbitan keputusan, dan/atau 
pengembalian pembayaran;  

d. hukuman disiplin untuk Pejabat yang 
Berwenang sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; dan  

e. sanksi untuk Pejabat Pembina 
Kepegawaian, sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(3)  Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan oleh:  

a. Presiden selaku pemegang kekuasan 
tertinggi pembinaan ASN, terhadap 
keputusan yang ditetapkan oleh 
Pejabat Pembina Kepegawaian; dan  

b. Menteri terhadap keputusan yang 
ditetapkan oleh Pejabat yang 
Berwenang, dan terhadap Pejabat 
Pembina Kepegawaian di tingkat 
provinsi dan kabupaten/kota.  

Pasal 34. KASN melaporkan pelaksanaan 
fungsi, tugas, dan wewenangnya, termasuk 
yang berkaitan dengan kebijakan dan kinerja 
ASN paling kurang 1 (satu) kali pada akhir tahun 
kepada Presiden. 

Sanksi, sanctie, yaitu: akibat hukum bagi 
pelanggar ketentuan undang-undang. Ada 
sanksi adminsitratif, ada sanksi perdata dan ada 
sanksi pidana. 14  Sanksi pidana, strafsanctie, 
yaitu akibat hukum terhadap pelanggaran 
ketentuan pidana yang berupa pidana dan/atau 
tindakan. 15   Pidana (Straf): hukuman yang 
dijatuhkan terhadap orang yang terbukti 
bersalah melakukan delik berdasarkan putusan 
yang berkekuatan hukum tetap.16 

Sanksi hukum administrasi merupakan 
sanksi yang penerapannya tidak melalui 
perantaraan hakim. Pemerintah berwenang 
untuk bilamana perlu, tanpa keharusan 
perantaraan hakim terlebih dahulu bertindak 
jauh secara nyata. Sasaran sanksi administrasi 
adalah pebuatan yang bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan, sehingga 
secara prinsipil berbeda dengan pemberian 
sanksi pidana maupun tanggung jawab perdata 
yang ditujukan kepada orang (pelakunya). 
Disamping itu, sanksi administrasi lebih bersifat 
preventif dan lebih mudah serta cepat 
dilaksanakan dalam memberikan perlindungan 

 
14 Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, (Editor) 

Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 

138. 
15 Ibid, hlm. 138. 
16 Ibid, hlm. 119. 
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terhadap lingkungan hidup dibandingkan 
dengan sanksi pidana maupun sanksi perdata.17 

Menurut Sudarsono, apabila masyarakat 
dapat hidup damai, tenteram dan aman maka 
kehidupan mereka perlu diatur dengan sebaik-
baiknya. Mengatur kehidupan masyarakat perlu 
kaidah-kaidah yang mengikat setiap anggota 
masyarakat agar tidak terjadi kejahatan dan 
pelanggaran terhadap ketertiban umum. Dalam 
hal ini hukum pidana sangat besar artinya bagi 
kehidupan masyarakat, sebab hukum pidana 
adalah: hukum yang mengatur tentang 
kejahatan dan pelanggaran terhadap 
kepentingan umum dan perbuatan tersebut 
diancam dengan pidana yang merupakan suatu 
penderitaan.18  

Hukum sebagai norma mempunyai ciri 
kekhususan, yaitu hendak melindungi, 
mengatur dan memberikan keseimbangan 
dalam menjaga kepentingan umum. 
Pelanggaran ketentuan hukum dalam arti 
merugikan, melalaikan atau mengganggu 
keseimbangan kepentingan umum dapat 
menimbulkan rekasi dari masyarakat. Reaksi 
yang diberikan berupa pengembalian 
ketidakseimbangan yang dilakukan dengan 
mengambil tindakan terhadap pelanggarnya. 
Pengembalian ketidakseimbangan bagi suatu 
kelompok sosial yang teratur dilakukan oleh 
petugas yang berwenang dengan memberikan 
hukuman.19 

Sanksi memegang peranan penting dalam 
rangka penegakan hukum (law enforcement) 
terhadap ditatanya suatu peraturan perundang-
undangan. Sebagaimana dikemukakan dalam 
Black’s law Dictionary, Sanction that part of a 
law which is designed to secure enforcement by 
imposing a penalty for is violation or offering a 
reward for is observance.20  

 
17 Ida Bagus Wyasa Putra, Hukum Bisnis Pariwisata, 

Cetakan Pertama. PT. Refika Aditama, Bandung, 2003. 

hlm. 183. 
18 Sudarsono, Pengantar Ilmu Hukum, , Cetakan Kelima, 
PT. Rineka Cipta, Jakarta,  2007, hm. 209. 
19 Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, Edisi 
Revisi, Edisi 2. Cet. 4. Rajawali Pers. PT. RajaGrafindo 
Persada, Jakarta, 2009. hlm. 3. 
20 Lalu Husni, Penyelesaian Perselisihan Hubungan 
Industrial Melalui Pengadilan & Di Luar Pengadilan, Raja 
Grafindo Persada, Jakarta, 2004. hlm. 122-123. (Dikutip 
oleh Lalu Husni, dari: (Henry Cambell Black’s Law 
Dictionary, St. Paul Minn West Publishing Co. 1979. hal. 
1203). 

Secara umum sanksi adalah hukum berupa 
nestapa akibat pelanggaran kaidah hukum. 
Dalam ilmu hukum dikenal sanksi perdata, 
pidana dan administrasi. Sanksi perdata 
merupakan sanksi akibat perbuatan melawan 
hukum yang dilakukan oleh seseorang yang 
mengakibatkan kerugian pada orang lain, 
karena itu, kepada orang yang menimbulkan 
kerugian diwajibkan membayar ganti rugi 
kerugian. Sanksi pidana berkaitan dengan 
pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan 
hukum pidana (kepentingan/ketertiban umum) 
dan sanksi adminsitrasi berkenaan dengan 
pelanggaran ketentuan hukum dan sanksi 
administrasi berkenaan dengan pelanggaran 
ketentuan hukum adminsitrasi yang ditetapkan 
oleh pejabat tata usaha negara dalam 
menyelenggarakan urusan pelayanan kepada 
masyarakat.21 

Tindakan pemerintah tidaklah dalam arti 
sebebas-bebasnya, karena konstitusi atau 
hukum harus ditaati agar tidak berlaku 
sewenang-wenang, baik dalam arti tindakan 
yang melampaui batas kewenangan, bertindak 
tidak sesuai dengan kewenangan atau 
peruntukannya atau bertindak sewenang-
wenang.22Penilaian kerja menurut Ivancevich, 
merupakan aktivitas yang digunakan untuk 
menentukan pada tingkat mana seorang 
pekerja (dalam hal ini aparatur pemerintah) 
menyelesaikan pekerjaannya secara efektif. 
Implikasinya adalah, penilaian kinerja terhadap 
pekerjaan pegawai diperlukan agar perilaku 
mereka dapat diarahkan guna melakukan 
pekerjaan dengan baik sehingga tercapailah 
tujuan organisasi. Penilaian terhadap kinerja 
memberikan banyak manfaat yang penting 
bagiorganisasi sebagai suatu wadah kegiatan 
bagi sekelompok orang yang bekerja sama 
dalam mencapai tujuan.23 

Evaluasi kinerja dilakukan terhadap analisis 
efisiensi dengan cara membandingkan antara 
output dengan input baik untuk rencana 
maupun realisasinya. Evaluasi dilakukan pula 
pengukuran atau penentuan tingkat efektivitas 
yang menggambarkan tingkat kesesuaian 
antara tujuan dengan hasil, manfaat atau 

 
21 Ibid. hlm. 122-123. 
22 Ibid, hlm. 2. 
23Amnis Achmad H., (Editor) H. Alisjahbana, Manajemen 
Kinerja Pemerintah Daerah. Gramedia, 
LaksBangPRESSindo, Yogyakarta, 2012.hlm.91-92. 
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dampak. Evaluasi juga dilakukan terhadap 
setiap perbedaan kinerja yang terjadi, baik 
terhadap penyebab terjadinya kendala maupun 
strategi pemecahan masalah yang telah dan 
akan dilaksanakan, dalam melakukan evaluasi 
kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-
pembandingan antara lain: 
a. Kinerja nyata dan kinerja yang direncanakan. 
b. Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun 

sebelumnya 
c. Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi 

lain yang unggul dibidangnya ataupun 
dengan kinerja sektor swasta. 

d. Kinerja nyata dengan kinerja di negara-
negara lain atau dengan standar 
internasional.24 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur, 
menegaskan pentingnya penerapan seleksi 
terbuka untuk pengisian jabatan pimpinan 
tinggi di lingkungan kementerian, lembaga 
maupun pemerintah daerah. Untuk mencari 
pejabat yang kompeten, diperlukan seleksi 
terbuka yang transparan untuk menghindari 
terjadinya jual-beli jabatan. Hal itu ditegaskan 
Asman menanggapi operasi tangkap tangan 
(OTT) terhadap Bupati Klaten, Jawa Tengah 
oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di 
akhir tahun 2016. Dalam hal ini, Bupati Klaten 
diduga menerima suap atau yang disebut 
dengan ‘uang syukuran’ terkait dengan jabatan 
bagi PNS di lingkungan Pemkab Klaten.25  

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas 
Dari Korupsi, Kolusi dan Nepostisme, 
Penyelenggara Negara mempunyai peran 
penting dalam mewujudkan cita-cita 
perjuangan bangsa. Hal ini secara tegas 
dinyatakan dalam Penjelasan  
Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan 
bahwa yang sangat penting dalam 
pemerintahan dan dalam hal hidupnya negara 
‹alah semangat para Penyelenggara 
Negara dan pemimpin pemerintahan.  

Dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) 
tahun, Penyelenggara Negara tidak  dapat 
menjalankan tugas dan fungsinya secara 

 
24 Ibid.hlm.99-100. 
25 https://www.menpan.go.id/site/MenPANRB: Hilangkan 
Jual-Beli Jabatan dengan Assesment Terbuka. Diakses 
6/12/2019 1:54 

optimal, sehingga penyelenggaraan negara 
tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal itu 
terjadi karena adanya pemusatan kekuasaan, 
wewenang, dan tanggung jawab pada 
Presiden/Mandataris  Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 
Di samping itu, masyarakat pun belum 
sepenuhnya berperan serta dalam menjalankan 
fungsi kontrol sosial yang efektif terhadap 
penyelenggaraan negara. 

Pemusatan kekuasaan, wewenang, dan 
tanggung jawab tersebut tidak hanya  
berdampak negatif di bidang politik, namun 
juga di bidang ekonomi dan moneter, 
antara lain terjadinya praktek penyelenggaraan 
negara yang lebih menguntungkan 
kelompok tertentu dan memberi peluang 
terhadap tumbuhnya korupsi, kolusi, dan 
nepotisme. Tindak pidana korupsi, kolusi, dan 
nepotisme tersebut tidak hanya dilakukan 
oleh Penyelenggara Negara, 
antarpenyelenggara Negara, melainkan juga  
Penyelenggara Negara dengan pihak lain 
seperti keluarga, kroni, dan para  
pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 
bernegara, serta membahayakan eksistensi 
negara.26 

Dalam rangka penyelamatan dan 
normalisasi kehidupan nasional sesuai tuntutan 
reformasi diperlukan kesamaan visi, persepsi, 
dan misi dari seluruh Penyelenggara 
Negara dan masyarakat. Kesamaan visi, 
persepsi, dan misi tersebut harus sejalan 
dengan tuntutan hati nurani rakyat yang 
menghendaki terwujudnya Penyelenggara  
Negara yang mampu menjalankan tugas dan 
fungsinya, yang dilaksanakan secara  
efektif, efisien, bebas dari korupsi, kolusi, dan 
nepotisme, sebagaimana 
diamanatkan oieh Ketetapan Majelis 
Perrnusyawaratan Rakyat Republik Indonesia  
Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara 
Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,  
Kolusi dan Nepotisme. Undang-undang ini 
memuat tentang kegentuan yang berkaitan 
langsung atau tidak langsung dengan 
penegakan hukum terhadap tindak pidana 
korupsi, kolusi dan nepotisme yang khusus 

 
26 Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 
tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas 
Dari Korupsi, Kolusi dan Nepostisme. 
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ditujukan kepada para Penyelenggara Negara 
dan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis 
dalam kaitannya dengan penyelenggaraan 
negara sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku. 

Undang-undang ini merupakan bagian atau 
subsistem dari peraturan perundang-undangan 
yang berkaitan dengan penegakan hukum 
terhadap perbuatan korupsi, kolusi, dan 
nepotisme. Sasaran pokok undang-undang ini 
adalah para Penyelenggara Negara yang 
meliputi Pejabat Negara pada Lembaga 
Tertinggi Negara, Pejabat Negara pada 
Lembaga Tinggi Negara, Menteri, Gubernur, 
Hakim, Pejabat Negara, dan atau pejabat lain 
yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya 
dengan penyeienggaraan negara sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

Untuk mewujudkan penyelenggaraan 
negara yang bersih dan bebas dari korupsi, 
kolusi dan nepotisme, dalam undang-undang ini 
ditetapkan asas-asas umum penyelenggaraan 
negara yang meliputi asas kepastian hukum, 
asas tertib penyeienggaraan negara, asas 
kepentingan umum, asas keterbukaan, asas 
proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas 
akuntabilitas. Pengaturan tentang peran serta 
masyarakat dalam undangundang ini dimaksud 
untuk memberdayakan masyarakat dalam 
rangka mewujudkan penyelenggaraan negara 
yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan 
nepotisme. Dengan hak dan kewajiban yang 
dimiliki masyarakat diharapkan dapat lebih 
bergairah melaksanakan kontrol sosial secara 
optimal terhadap penyelenggaraan negara 
dengan tetap mnenaati rambu-rambu hukum 
yang berlaku.27 

Tugas dan wewenang komisi aparatur sipil 
negara menurut Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara wajib 
dilaksanakan untuk membangun aparatur sipil 
negara yang memiliki integritas, profesional, 
netral dan bebas dari intervensi politik, bersih 
dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, 
serta mampu menyelenggarakan pelayanan 
publik bagi masyarakat.  
 
PENUTUP 

 
27 Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 
tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas 
Dari Korupsi, Kolusi dan Nepostisme. 

A. Kesimpulan 
1.  Tugas komisi aparatur sipil negara 

menurut Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil 
Negara, ialah menjaga netralitas Pegawai 
ASN dan melakukan pengawasan atas 
pembinaan profesi ASN serta melaporkan 
pengawasan dan evaluasi pelaksanaan 
kebijakan Manajemen ASN kepada 
Presiden. Dalam melakukan tugas KASN 
dapat melakukan penelusuran data dan 
informasi terhadap pelaksanaan Sistem 
Merit dalam kebijakan dan Manajemen 
ASN pada Instansi Pemerintah dan 
pengawasan terhadap pelaksanaan 
fungsi Pegawai ASN sebagai pemersatu 
bangsa serta menerima laporan terhadap 
pelanggaran norma dasar serta kode etik 
dan kode perilaku Pegawai ASN.  

2.  Wewenang komisi aparatur sipil negara 
menurut Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara, ialah mengawasi setiap tahapan 
proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi 
mulai dari pembentukan panitia seleksi 
instansi, pengumuman lowongan, 
pelaksanaan seleksi, pengusulan nama 
calon, penetapan, dan pelantikan Pejabat 
Pimpinan Tinggi. Komisi aparatur sipil 
negara mengawasi dan mengevaluasi 
penerapan asas, nilai dasar serta kode 
etik dan kode perilaku Pegawai ASN dan 
meminta informasi dari pegawai ASN dan 
masyarakat mengenai laporan 
pelanggaran norma dasar serta kode etik 
dan kode perilaku Pegawai ASN serta 
memeriksa dokumen terkait pelanggaran 
norma dasar serta kode etik dan kode 
perilaku Pegawai ASN dan meminta 
klarifikasi dan/atau dokumen yang 
diperlukan dari Instansi Pemerintah 
untuk pemeriksaan laporan atas 
pelanggaran norma dasar serta kode etik 
dan kode perilaku Pegawai ASN. Dalam 
melakukan pengawasan KASN 
berwenang untuk memutuskan adanya 
pelanggaran kode etik dan kode perilaku 
Pegawai ASN. Hasil pengawasan 
disampaikan kepada Pejabat Pembina 
Kepegawaian dan Pejabat yang 
Berwenang untuk wajib ditindaklanjuti.  
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B. Saran 
1.  Tugas komisi aparatur sipil negara 

menurut Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil 
Negara perlu dilaksanakan secara efektif 
dengan melakukan penelusuran data dan 
informasi terhadap dugaan pelanggaran 
norma dasar serta kode etik dan kode 
perilaku Pegawai ASN dan  melakukan 
upaya pencegahan pelanggaran norma 
dasar serta kode etik dan kode perilaku 
Pegawai ASN. 

2.  Wewenang komisi aparatur sipil negara 
perlu dilaksanakan dengan melihat hasil 
pengawasan yang perlu untuk 
ditindaklanjuti KASN dengan memberikan 
merekomendasikan kepada Presiden dan 
menteri untuk menjatuhkan sanksi 
terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian 
dan Pejabat yang Berwenang yang 
melanggar prinsip Sistem Merit dan 
ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
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